
BUPATILEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR ;,2 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI LEBONG, 

bahwa untuk menjamin efeklifi las pelaksanaan 
pemberian dan pemanfantan insentif pemungutan pajnk 
daerah dan retribusi daerah dan untuk melaksanakan 
ketcn luan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Dacrah, maka perlu diatur tcntang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peratura n 
Bupati. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tenlang 
Pembenlukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3686), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1.9 Tu...~un '2000 tentang Perubahan A.tus Undung 
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang !'Iomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2002 Nomor 27, Ta mbaha n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Propinsi Bengkulu {Le mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

7. Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.'lg 
Perbendaharaan Negara (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049); 



Menetapkan 

11. Undang-Unda.'1g Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 5233); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Dacrah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatenj Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri olch 
Wajib Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2010 Nomor 153); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor S Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PASAL 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong. 



4. Wakil Bupati ada!ah Wakil Bupati Kabupaten Lebong. 
5. Sekretaris Daera h adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong. 
6 . Dinas adalah Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera h 

Kabupaten Lebong. 
7. Kepala Dinas a dala h Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Lebong. 
8. SKPD Pemungut adalah Dinas, Sadan , Kantor dilingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lebong selaku Satuan Ke rja Pera n gkat Daerah yang 
meia kukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah. 

9 . Insentif Pemungutan Paja k dan Retribusi yang selanjutnya disebut lnsentif 
adalah tambahan penghasila n yan g diberikan sebagai penghargaan atas 
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungt1tan Pajak dan Retribusi. 

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kcpada daerah_yang tcrutang oleh orang pribadi atau badan _yang bersifal 
memaksa berdasarkan Undang-Undang dcngan uaaK m cndapatkan 
imba la n secara la n gsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

11. Rertribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberia n izin te rtentu yang 
khusus disediaka n dan /a i-,iu cliberikan oieh Pemerin tH h DHerah unt.uk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpuna n 
dota Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi, penentuan bes::irny::i P::ijak dan 
Retribusi yang terutang sampai kegiata n penagihan Pajak atau Retribusi 
k epada Wajib Pajak d::in Wajib Re tribusi serta pengawasan penyetorannya. 

BAB II 
DASAR PELAKSANAAN 

Pasal 2 

Pemberian dan Pem anfaata n Insentif Pemungu tan Pajak dan Retribu si Daerah 
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, k ebutuhan serta karakteristik 
dan kondis i objektif Daerah. 

BAB III 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUS! 

Bagian Kesatu 
Penerima Insentif 

Pasal 3 

(1) !nsentif diberikan kepada lnstansi pelaksa n a pemungut Pajak dan 
Retribusi . 

(2) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) secara proporsional 
d ibayarkan kepada: 
a . Pejabat d an Pegawai Instansi Pelaksan a Pemungut Pajak dan Retribusi 

sesuai dengnn t£L11ggung ja \.vab mQsing· ma sing. 
b. Bu pati dan Wa kil Bupati sebagai Penanggung .Jawab Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
c . Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Dae rah. 
d . Pihak lain yang membantu lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan 

Retribus i. 



(3) Pemberian lnsentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan 
dalam ha! belum diberlakukan ketentuan mengenai remunirasi di Daerah 
yang bersangkutan. 

Pasa! 4 

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif 
apabila mencapai kinerja tertentu. 

(2) Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayal (ll dimaksudkan 
untuk: 
a. Kinerja lnstansi. 
b. Scmangat kcrja bagi Pcjabat atau Pcgawai Instansi. 
c . Pendapatan Daerah. 
d. Pelayanan kepada Masyarakat. 

(cl) Pemheri,ln 1nsentii sehilgHimilnil rlimHksurl pil11il ilJM ( 1) rl ihHyHrkiln setiilp 
triwulan pada awal triwulan berikutnya. 

(4) Daiam ha! tnrget kinerja suatu triwulan tidak tercapai, lnsentif untuk 
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah 
mencapai target kinerja triwulan yang di tentukan. 

(5) Dalam ha] target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak 
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk 
triwulan sebelumnya. 

Bagian Kedua 
Sumber Insentif 

Pasal 5 

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi sesua.: dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Bagian Ketiga 
Besaran Insentif 

Pasal 6 

(1) Besarnya lnsentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana 
penerimaan Pajak dan Retribu si dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk 
tiap jenis Pajak dan Retribusi. 

(2) Besaran In sentif sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan. 

Pasal7 

(1) Besarnya pembayaran !nsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya d ikelompokkan 
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Ta hun Anggaran 
sebeiumnya dengan ketentuan : 
a. Di bawah Rp. l.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 

(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 



b. Dari Rp. l .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 
2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus juta rupiah) paling tinggi 7 
(tujuh) ka li gaji p okok dan tunjangan yang melekat. 

c . Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun iima ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus juta 
rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pc kck dan tunjungan yang 
melekat. 

d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus juta rupiah) 
paiing linggi IO (sepuiuhj kali gaji pokok dan tunjangan yang melekaL. 

(2) Besarnya pembayaran lnsentif untuk pihak lain sebagaimana dima ksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar I 0% 
(sepuluh persen) dari besarnya !nsentif yang ditetapkan berdasarkan 
ketentua n Pasal 6. 

(3) Apabila dalam realisasi pemberian lnsentif berdasarkan ketenluan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa iebih, harus disetorkan 
ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah. 

Pasal8 

Penerimaan Pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 3 ayat 
(2) dan besarnya pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (ll ditetapkan dengan Ke putusan Bupati. 

BAB IV 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

Pasal 9 

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun 
penganggaran Jnsentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan 
keten tuan scbagaimana dimaksud dalam Pa sa l 6. 

(2) Penganggaran insentif Pemungman Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan 
bcrdasarkan J cnis Bclanja Pegawai, Objek Belanja insentif Pcmungutan 
Pajak serta rincian objek belanja Pajak. 

(3) Pcnganggaran Insentif Pemungutan Re tribusi s ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diurnikan 
berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja lnsentif Pemungutan 
Retribu si serta rincian objek belanja Re tribusi. 

Pasal 10 

Dalam hal target Penerimaa n Pajak dan Retribusi pada a khir Ta hun Angga ra n 
telah tercapai atau ter lampaui, pembayaran lnsentif belaum dapat dilakukan 
pada Ta hun Anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada Tahun 
Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Pertanggung jav:aban pemberian !nsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Pera turan Perundang-Undangan. 



 

BABV 
KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 12 

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran berkenaan dapat dibayarkan 
sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan 
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkandi Tubei 
pada tanggal 19, tp!ctrnb<z-r 2013 

/h BUPATI LEBONG,,J 

' I \ Jf:9 ,~ 
~ H. ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 79, fplctmlxn- 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG, 

H. ARBAIN AMALUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR .. .3.~ ..... . 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
JAG~~ ~~K~M D~ ~ K:RJA ~k~A omJ.H 

PENELAAH PRODUK HUKUM 
. KABUPATEN LEBO NG , 


